
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan Pasal

264 ayat (1) dan ayat (3)Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 ten tang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo

Tahun 2025-2045;

BUPATITEBO,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH

KABUPATENTEBO TAHUN2025-2045

TENTANG

PERATURANDAERAHKABUPATENTEBO

NOMOR 5 TAHUN2024

BUPATITEBO
PROVINSIJAMBI

Mengingat

Menimbang



Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nornor 6807);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang

Adrninistrasi Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tarnbahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerintah

Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nornor 4, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nornor 6757);

11. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2

Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor

41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nornor 6856);

12. Peraturan Pernerintah Nornor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 26, Tarnbahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4833)

sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah

Nornor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pernerintah Nornor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nornor 77, Tarnbahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nornor 6042);

13. Peraturan Pernerintah Nornor 12 Tahun 2017 ten tang

Pernbinaan dan Pengawasan (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nornor 73, Tarnbahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia nornor 6041);

14. Peraturan Pernerintah Nornor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 31, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6633);

15. Peraturan Presiden Nornor 111 Tahun 2022 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pernbangunan

Berkelanjutan (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nornor 180);

"~



2025-2045.

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTEBO

dan

BUPATITEBO

MEMUTUSKAN

PERATURANDAERAHTENTANGRENCANAPEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN

Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang

Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo

Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo

Nomor 1Tahun 2023);



selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan

Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025

sampai dengan tahun 2045 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah

kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang yang

disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5

(lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Bupati, yang memuat tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan

pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat

Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka

7.

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pe1aksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Tebo.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

6. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disebut RTRWadalah

rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah daerah, yang berisi

tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang

wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan

pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan

ruang wilayah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo yang

BABI

KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :



BABIII

PENGENDALIANDANEVALUASI

Pasal4

(1) Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di

bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tebo.

(2)RPJPD Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan

Daerah ini.

PERMASALAHANDANISU - ISU STRATEGISDAERAH

VISI DANMISI PEMBANGUNANDAERAH

ARAHKEBIJAKAN,DANSASARANPOKOKDAERAH

PENUTUP

BAB III

BABIV

BABV

BABVI

BAB II

SISTEMATlKARPJPD

Pasal3

(1) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

BABI PENDAHULUAN

BAB II GAMBARANUMUMKONDISIDAERAH

Pasa12

(1) RPJPD memuat visi, misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan

Jangka Panjang Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak

Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 yang disusun dengan berpedoman

kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 serta RTRWTahun 2023-2043;

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:

a. Pemerintah Daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan

pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan;

b. Pemerintah Daerah dalam penyusunan RPJMD 5 (lima) tahunan dan

Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah; dan

c. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahunan.

pendanaan bersifat indikatif dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
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NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENTEBO, PROVINSIJAMBI:

(7-66/2024)

LEMBARANDAERAHKABUPATENTEBO TAHUN2024 NOMOR .z ..

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENTEBO,

Diundangkan di Muara Tebo,

pada tanggal, '2b - II - 2024

,-,'V V1,.-
II

VARIAL~DHI PUTRA

Pj. BUPATITEBO,

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 2. b - Ir - 2024

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Peraturan Daerah ini rrrulaiberlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa15

BABIV

PENUTUP

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang

berlaku.

monitoring dan evaluasi.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang

tertuang dalam rene ana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan

penjabaran dari visi dan misi, arah kebiiakan, dan sasaran pokok

pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang

disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN)dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).RPJPD Tahun 2025-2045

diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045,

daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan

pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dimaksud sejalan dengan tujuan

Pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Untuk mencapai sasaran

di Tahun 2045 sebagaimana dimaksud, diperlukan kontribusi pembangunan

tingkat lokal dan nasional secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai

peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal,

potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagaimana

diamanatkan oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah, perlu dilakukan pembangunan di segala bidang, yang

diselenggarakan dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga

keseimbangan kemajuan materil dan spiritual.

1. UMUM

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TEBO

TAHUN2025-2045

TAHUN2024NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURANDAERAHKABUPATENTEBO



Pasa13
Penyusunan RPJPD Kabupaten Tebo mengacu kepada RPJPN dan

RPJPD Provinsi Jambi agar terwujud keselarasan dan sinkronisasi

Ayat (2)
Hurufa

Cukupjelas
Hurufb

Cukupjelas

Ayat (1) yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan, yang dimaksud dengan misi adalah rumusan

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi.

Pasa12

Cukupjelas

Pasal 1

II. PASAL DEMI PASAL

RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD)untuk setiap jangka waktu lima tahun,

khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan

sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk

menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan,

responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan,

berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang

digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, adalah: 1).

pendekatan teknokratik; 2). pendekatan partisipatif; 3). pendekatan politis; 4).

pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; 5). pendekatan holistik-tematik; 6).

pendekatan integratif; dan 7). pendekatan spasial.

nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang

berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek

pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam

mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus

menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku

pembangunan.



~--~­~--~~-~--~~­~--~~-~--~~-~---~----~~------~

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR $.'.. TAHUN 2024.

Cukup jelas

Cukupjelas

Pasal5

Pasal4

rencana pembangunan daerah kabupaten berdasarkan kewenangan

otonomi daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan

nasional.


